BUFPATI PADANG PARTAMAN
PROVINGI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 1%} /KEP,/BPP/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARTAMAN,

ol

bahwa Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuailkan

dengan Peraturan Bupati yang baru;

b. bahwa untuk lebih efektf, efesien dan transparan
dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupat tentang Pembentukan

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Padang Paniaman;

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDIASI Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
WABUP 1 dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
SEKDA tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
KASIFDIASSTEN Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
H'HLEAGHUHU Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera

!M;[ Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
2
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Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 153, Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6968);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5888)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Momor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
10] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Daer
APAE VOGRS Pembentukan dan Susunan Perangkat erah

(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

WABUP 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
SEKDA Padang Pariaman Nomor 5);

KA SHPOIMSISTEN A‘ 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor
KARAG HUKL “ 6 Tahun 2025 tentang Angparan Pendapatan dan
: | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
K Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan
keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dard Keputusan Bupati ini.

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

memiliki tugas sebagai beriloat :

a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan
rancangan Peraturan Bupati;

b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-
undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;

c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan
Bupati; dan

d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan
rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

Anggaran 2026,

Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian
dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang
digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat
Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung
mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah
Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlalku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal Il Mg 2026

PARAF KOORGIHAS!

WABUP

SEKDA

3

KASKPOSISTEN

| KABAG.HIAL:!

Tembusan disampaikan kepada Yth:

)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

(gl

JOHN KENEDY AZIS

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Paraman di

Parik Malintang.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR (3} /KEP/BPP/2026

TANGGAL || ME] 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN  TIM  PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMBENTUKAN PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARTAMAN

JABATAN DALAM KEDUDUKAN
e Sl KEDINASAN DALAM TIM
1. | Sri Nelis, SKM Asisten Administrasi Umum | Ketua |
2. | Riki Zakaria, SH, MH Kepala Bagian Hukum Sekretaris
! 3. | Al Mustofa, 5.8TP, MM Kepala Bagian Organisasi Anggota
4. | Masri, 5.5T, MM Sekretaris Inspektorat Anggota
' 5 Sckretaris Badan Pengelola
5. | Ade Mahrial, 5.1F Keuangan Daerah Anggota
i ; Sckretaris Dinas Arsip dan !
6. | Dede Spendri, 5.50s, MM Perputakaan Anggota
Kepala Bidang
7. | Herman, SE Perbendaharaan Badan | Anggota
Pengelola Keuangan Daerah
8. |Indriati, SE KEepala Bidang Kearsipan Anggota
9, {::.:{m Wkt Dl Buveel, S Jep, Arsiparis Ahli Muda Angpota
Perancang Peraturan ]
10. | Salma Farianis, SH Perundang-Undangan Ahli | Anggota
Muda
11. | Lismarriyanti, SH Analis Hukum Ahli Muda Anggota
121 Ferdianto Ambra, SH, MH Analis Hokum Ahli Muda Anggota
PARAE KOORCY* €1 : =
w Perancang Peraturan
’ﬁﬂu F}kr e Tama, 3H Perundang-Undangan Ahli | Anggota
EHDA Pertama
E — 1 Perancang Peraturan
Wﬂ C Ibnu Ichsan, SH Perundang-undangan Ahli | Anggota
KARAGHUKU'L Pertama
| 15. Junjée\ﬁ‘im, S8.Tr. IP Analis Kelembagaan Anggota
X
I
16. | Gita Aprilia Fitri, S.AP Analis Kelembagaan Anggota |
| 17. | Minda Sari Karmila Pengadministrasi Umum | -Anggota |
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Analis  Kebijakan  Ahli

18, | Fauziah Azhar, SH Pertama Anggota
19. | Yeni Fitri, S Kom Franata, Komputer ARL| 4050
Pertama

; : Analis  Kebijakan  Ahli

20. | Riza Andra yani, ST e | Anggota
£ . Penata Layanan

21. | Fajri Ma'sum, 5.Ak Operasionsl Anggota
i Penata Layanan

22, | Febrina Melta Oparasionsl Anggota

PARAF KOORDIHAE!

WABUP

A

SEKDA

NASKPOIASISTEN

i

KABAG.HUKLL!

BUPATI PADANG PARIAMAN,

(Mosrl~

JOHN KENEDY AZIS
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